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BU PAT I BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONOOWTIMUR
NOMOR ©Of TAHUN 2013

TENT ANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PECA WAJ NEGERI SIPIL DAN PECA WAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEM.ERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMLR
TAIIUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGOSDOWTIMUR

Menimbang a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan rugas-tugas pemerintahan.
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi dan efisiensi
pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adaaya ketcntuan perjalanan diaas daJam
negeri dan luar negeri bagi Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Bolaang Mongondow lirnur:

b. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara. Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tctap di lingkungan Pcmcnntah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur ..

Mengingat I. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nornor &8 Tahun 1974 ientang pokok - pokok
kepegawaian  (Lcmbaran Negara Rcpublik  Indonesia  Tahun 1974 Nomor SS,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagairnana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelenggaraan
Pernerintah yang Bersih dan Cerdas dan Bebas dari Kotupsi ,Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor [7 Tahun 2003 tentaag Keuangan Negara
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 lahun 2004 tentang Perimbaagaa
Keuanagan antara Pernerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 32 tahun 2004  tentang Pemerintahan
Oaerah (Lcmbaran Negara Republk I[ndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

6. Undang-Undang ——ubl\k Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 Teruang Pembentukan
kabupaten Bolaan& Mo ow Timur di Provinsi Sulawesi Ltara (Lernbaran Negara
Republik Indon~  Tahun 2008 Nomor |02, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4875) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenanagan pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3925);




8. Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan
Pimpinan dan Anggota OPRD (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 1ahun 2004
Nomor 90, [ambahan  [.ernbaran , egara  Rcpubhk Indonesia ~ Nomor 441 S)
scbagairnana telah bebcrapa kali diubah tcrakhir dengan Pcraturan Pernerintah Nomor
37 tahun 2006;

9. Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Menetapkan . PERATURA'I BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTA.IG
PERJALANAN OINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERJ SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN  PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Kcuangan Daerah:

[I. Peraturan Menteri Keuangan Repubhk mdonesia Nomor [ 13/PMKO0512012 tentang
perjalanan dinas jabatan dalam negen dan luar negeri bagi Pejabat Negara. Pegawai

Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

[2. Pcraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang

Standar Biaya Umum Tahun Anggara.n 2013.

MEMUTUSKAN

TIMUR

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

2.

3.

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wa.kil Bupati Bolaang Mongondow Timur serta Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pegawai Negeri Sipil adalah Pcgawai Ncgeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja diling.kungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,

Pegawai Tida.k Tetap adalah Pegawai yang diangkat atau ditugaskan un tuk jangka wa.ktu
tertentu guna mela.ksana.kan tugas Pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis
profesional dan administrasi scsuai degna kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak
berkedudukan sebagai Pcgawai Negeri;

Pejabat yang berwenang adalah  Bupati, V.akil Bupati, Ketua DPRD, Kepala
Oinas/Badan/Kantor/Unit ~ Kerja/Pcngguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat

lain yang diberi wewcnang oleh Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur ;

Perjalanan Oinas Oalam Negeri adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjara.k
sekurang-kurangnya 5 {lima) kilometer dari batas kota / Kabupaten yang dilakukan daJam
wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang
berwenang;

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjiutnya disingkat SPPD adalah surat perintah
kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk meleksanakan

Perjalanan Dinas ;

Ternpat Kedudukan adalah tempat/kota dimana Dinas/Badan/Kantor/Unit
Kcrja/Program/Kegiatan Berada.

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilaksana.kan kcluar dari
wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia.

Perorangan dan atau organisasi adalah mereka yang mcwakili daerah dalam suatu kegiatan
tertentu untuk menunjang ke—an yang terkait dengan kepentingan Pcrnerintah Daerah.
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Pasal 2

Khusus untuk utusan perorangan dan atau organisasiss yang mewakili Pemerintah Daerah dapat
diberikan  perjalanan  dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang
pelaksanaanya lebih lanjut diarur dengan Keputusan Bupati

Pasal 3

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaaan yang sangat perlu bagi
kepentingan daerah apabila tidak menggunakan sarana kornunikasi lain yang tersedia serta
dilaksanakan dalam waktu yang singkai dengan hasil maksimal serta biaya yang sehemat
mungkin.

Pasal 4

Yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap yang akan mclaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu rnendapat
Persetujuan/Perimah  dengan adanya Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 4 diatas yairu :

(\.) Bagi Bupati dan wakil Bupati Surat Perintah rugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD) ditandatangani olch Bupati.atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani
oleh Wak.il Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat di tanda tangani
oleh Sekretris Daerah dan atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bolaang
Mongondow Timur.

(2.) Bagi Seckretaris Daerah Kabupaten Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah

Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan

ditandatangani oleh Wak.il Bupati dan Apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat

ditandatangani oleh Sekretaris Oaerah dan atau Asisten Sekretaris Oaerah atas nama Bupati

Bolaang Mongondow Timur ;

Bagi Pejabat Eselon II lainnya dan Eselon Ill dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan

Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wald! Bupati berhalangan

ditandatangani oleh Sekretaris Oaerah dan Apabila kedua pejabat tersebut berhalangan,

maka dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bolaang

Mongondow Timur ;

(4.) Bagi Pejabat Eseloo Il dilingkungan Pemerintah  Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Oaerah berhalangan, maka Surat Perintah Tugas
(SPT) ditandatangani oleh Asisten Seckretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
Sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang
bersangkutan selaku Pengguna Anggaran;

(5.) Bagi Pejabat Eselon IV dan Tenaga Sipil lainnya  dilingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat
Perintah Perjalanan Oinas (SPPD) ditandatangani oleh Assisten Sekda atau pejabat lain yang
ditunjuk.

(6.) Bagi Pejabat Eselon Ill dan Tenaga Sipil lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur,yang berada pada Saruan Kerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan , maka Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pcrintah Perjalanan Dinas
(SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

(7.) Bagi Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat sebagai utusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur, yang berada pada SKPD, maka Surat Perintah Tugas (SPT)
dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
pada SKPD yang bersangkutan;
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(8.) Biaya perjalanan dinas Pcgawai |idak Tetap dan Masyurakat sebaguirnana tersebut pada
point (7) diatas, dipersarnakan pernbayaran tingkat E.

Pasal6

Bagi Pegawai Non Eselon hanya dimungkinkan unruk tenaga tchnis montir, sopir, ajudan, atau
scjcnis atas izin pejabat yang berwcnang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Pasal 7

() Besamya Satuan Biaya Penginapan.Uang Harian dan l-asilitas Transport Perjalanan Dinas
Dalam Negeri bagi Pejabat Ncgara.,Pegawai Negen Sipil dun Pcgawai Tidal tetap
sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini ,

(2.) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), terdiri dari :

a. Biaya Penginapan
b. Uang Harian yang meliputi uang makan.uang saku.dan transport lokal ;
(3.) Biaya perjalanan dmas sebagaimana dimaksud pada ayat(l) digolongkan dalam J (lima)
tingkat yairu ;
Tingkat A untuk Bupati dan wakil Bupati dan Pcjabat Negara lainnya.
Tingkat B untuk Pejabat Eselon If dun Pcjabat Negara lainnya termasuk anggota DPRD
Tingkat C untuk Pejabat Esclon Il dan atau PNS Gol. IV
Tingkat D untuk Pejabat Eselon [V dun atau PNS Go! Ill
e. Tingkat E Untuk PNS Gol.11dan [ serta Pcgawai Tidak Tetap.
(4) Khusus untuk Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap sebagai pengikut, SPT dun SPPD
rnelekat pada pejabat dan/atau Pcgawai Negeri Sipl yang mclaksanakan tugas dan
merupakan satu kesatuan dokumen SPJ yang lal terpisahkan
(5) Biaya Perjalanan Dinas sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) dibenkan berdasarkan ungkat
perjalanan dinas sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dengan pengaturan sebagai berikut ;
a. Biaya penginapan dan uang harian dalam dan luar provinsi Sulawesi Utara,
sebagaimana tercantum pada lampiran | Peraturan ini.

. Saluan Biaya transport dalam wilayah Provinsi Lampiran II Peraturan ini.

c. Fasilitas Transport bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tctap lampiran [l Pcraturan ini

d. Satuan Biaya Transport kurang dari 6 (enam) jam lampiran IV Peraturan ini.

e. Satuan Biaya Perjalanan Dinas keluar Negeri lampiran V Peraturan ini.

(6) Biaya Penginapan dan Uang hanan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan jumlah hari
(tanggal tiba berangkai) dalam tikei perjalanan dan tidak mclebihi jumlah hari dalam Surat
Perintah Tugas (SPT), serta Susrat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kccuali perjalanan
dinas tertenru dan atau kejadian luar biasa (force majeur)

&0 o

Pasal §

(I) Biaya tikct perjalanan dinas (angkutan darat, laut, dan udara) pelaksanaannya dibayar sesuai
yang tercanrum dalam tiket (at cost) terrnasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat
udara ( airport tax) atau pass masuk lainnya sesuai dengan fasilitas transport dalam lampiran
Il Peraturan ini.

(2) Biaya angkutan (darat, laut, dan udara) merupakan tanf perjalanan dari kantor menuju
terminal, pelabuhan dan bandar udara maupun sebaliknya yang dihitung [ (saru) kali
perjalanan sebesar Rp. 400.000,00,- (empat rarus ribu rupiah) kecuali untuk perjalanan dinas
dibawah 6 (enam) jam.

(3.) Biaya angkutan perjalanan dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam)
jam dengan rnenggunakan kendaraan dinas atau transportasi lainnya dibayarkan Uang
sebagaimana tercantum dalam lampiran [V

Pasal 9

Kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II diberikan uang Representasi per hari rnasing-masing
sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus rtbu rupiah)



Pasal 10

(1) PejabaUpegawai yang melakukan pcrjalanan dinas wajib menyampaikan  dokumen

pertanggungjawaban biaya.

(2) Dokumen penanggungjawaban perjalanan dinas terdiri dari :

a. Surat Perintah Tugas (SPT)

b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

c. Surat Pemyataan Tanggung Jawab

d. Tiket ( pesawat udara, kapal laut, bus dan kereta api ) ; dan

e. Bukti naik pesawat (boarding pass, airport tax) atau pas masuk lainnya.

(3) Bagi Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang mclakukan

perjalanan dinas, selambat-lambarnya 7 (tujuh) hari sesudah kernbali ke tempat kedudukan,
diwajibkan memberikan Japoran tertulis kepada pejabat yang berwenang,

(4) Khusus selain pejabat Negara, Pegawai Negeri sipil, dan Pegawai Tidak Tetap perjalanan

dinasnya dibayarkan setara dengan pembayaran tingkat E
Pasal 11

(I) Dalam hal perjalan dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi, dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari kecuali perjalanan dinas tertentu.

(2) Bupati selaku pcmegang kckuasaan penggclolaan keuangan daerah dapat menetapkan
lain dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 12

(I) Ketentuan perjalanan dinas dalam peraturan ini berlaku untuk perjalanan dinas yang
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2) Surat Perintah Tugas (SPD dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang sebagimana dimaksud pada pasal &

Pasal 13

(I) Perjalanan dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara.Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, baru
dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui
Gubemur Sulawesi Utara.

(2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) adalah Pajabat sebagaimana tersebut pada pasal J;

(3) Besamya satuan Biaya uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku
(sesuai dengan PMK 37 Tahun 2012)

Pasal 14

(1) Perjalanan Dinas pindah dari ternpat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang
baru bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan ketenruan yang berlaku.

(2) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan
dinas.

Pasal 15

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Pcrjalanan Dinas yang dilakukan dalam

waktu yang sama dan atau ternpat tujuan yang sama.
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Pasal 16

Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus scgera dilaksanakan. sernentara biaya pcrjalanan dinas
belum dapat dibayarkan, rnaka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setclah perjalanan dmas
selesai.

Pasal 17

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas rernyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam
Surat Pcrintah  Perjalanan  Dinas (SPPD). maka Pejabat Negara/Pegawai  Negeri yang
bersangkutan wajib menyetorkan kembali kclebihan uang harian dan biaya penginapan yang
telah diterimanya.

Pasal 18

Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dmas (SPPD) di hngkungan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur scbagaiman tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini.

Pasal 19

Dengan ditetapkan Peraturan ini .rnaka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur NNomor 38
tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan dinas dalam negcri dan luar negeri bagi Pejabat Negara.
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemcrintah kabupaten Bolaang
Mongoodow Timur Tahun Anggaran 2012, dinyatakan dicabut dan tidak bcrlaku.

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow fimur.

Ditetapkan di lutuyan
No Padatanggal 3  Jo..4oi.-, 2013

7 Bupaii Bolaang  "1ongondoY>
Timur

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal P  Jari~gn 2013
Sekretsris Daerah

V5e9935 Ll

Jr. HMUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19590813 198503 1 010

Serita Dacrah Kabupaten Bolaang Mongondow T irnur Nomor Tahun 2013
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